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1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur
yang sangat penting dalam mencapai kebutuhan bersama yang tidak dapat dicapai
manusia secara individu. Sumber daya manusia menjadi motor penggerak utama
kegiatan organisasi yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi
berjalan. Sebagai unsur pendukung utama dari organisasi, kualitas manusia
mempengaruhi jalannya organisasi dalam mencapai tujuan bersama yang ingin
dicapai, baik pada organisasi formal maupun organisasi informal. Pada kehidupan
bernegara sekalipun, instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya untuk
mensejahterakan rakyatnya dengan mudah apabila didukung oleh kualitas sumber
daya manusia yang memadai. (Aldhila, 2019)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sumber daya manusia dalam instansi
pemerintahan yang mempunyai peran yang sangat besar dalam tugas pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Sesuai dengan fungsi utamanya sebagai pelaksana utama pemerintahan
negeri ini, maka para Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memiliki etos kerja dan
disiplin waktu yang tinggi. Hal ini tentu saja merupakan tantangan yang harus
dijawab oleh seluruh ASN di negeri ini. Bukan hanya di jajaran puncak saja, tetapi
juga pada seluruh staf sampai tingkat terendah. Melakukan pekerjaan dengan baik
dan dapat memberikan pelayanan yang baik demi kepuasan serta kesejahteraan
masyarakat sudah merupakan tugas yang diemban oleh ASN. Bisa dikatakan bahwa
sejahtera dan tidaknya masayarakat, atau maju dan mundurnya suatu bangsa
ditentukan oleh kinerja dari ASN yang walupun hal tersebut bukan merupakan satu-

satunya faktor penentu.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa kinerja Pegawai Negeri
Sipil (PNS) adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi atau
unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Perilaku
kerja itu sendiri adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh
PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mempersiapkan Aparatur Sipil Negara yang profesional,
mampu bersaing dan mampu mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat
diberbagai aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan dan
kesadaran akan perlunya sumber daya manusia yang berkualitas, perlu ditindak
lanjuti dengan berbagai strategi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Salah
satu strategi untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan, setiap organisasi harus
mampu mendesain kembali perencanaan organisasinya, pengelolaan manajemen
kinerja serta pendayagunaan manusia. Oleh karena itu pembaharuan yang
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa tersebut tidak mungkin akan terlaksanakan dengan baik tanpa
kesejahteraan dari pegawai atau pemberian penghargaan yang layak kepada
pegawai yang melaksanakannya.

Penghargaan layak yang diberikan organisasi terhadap pegawainya
merupakan motivasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi.
Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan
kerja seseorang, agar mereka mau bekerjasama bekerja efektif dan terintegrasi
dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2002).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 21
menjelaskan tentang hak Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil berhak
menerima tunjangan dan fasilitas tambahan yang diberikan sesuai dengan
pencapaian kinerjanya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah kabupaten Sumba Tengah
menterjemahkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam
Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah



Kabupaten Sumba Tengah. Dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Kabupaten
Sumba Tengah tersebut menyatakan bahwa “Tambahan Penghasilan PNS yang
selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun tujuan dari pemberian Tambahan Penghasilan PNS (TPP) pada
lingkup pemerintah daerah kabupaten Sumba Tengah tertuang dalam Peraturan
Bupati Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2021 pasal 3 yang berbunyi “tujuan
ditetapkannya peraturan bupati ini adalah terwujudnya peningkatan kinerja PNS,
terwujudnya peningkatan disiplin PNS, dan terwujudnya kesejahteraan PNS.

Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah mengharapkan dengan
adanya pemberian Tambahan Penghasilan PNS (TPP), pegawai dapat memberikan
sumbangan tenaga, fikiran, waktu yang lebih banyak untuk kemajuan daerah serta
dapat mencapai visi pembangunan daerah kabupaten Sumba Tengah yaitu Sumba
Tengah sejahtera, berkarakter dan berdaya saing.

Pegawai pada dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
kabupaten Sumba Tengah juga merasakan dampak dari Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai tersebut. Menurut hasil pengamatan selama bekerja di dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, setelah adanya pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disiplin pegawai semakin meningkat. Hal
tersebut terlihat dari tingkat kehadiran serta jam keluar masuk kantor pegawai.
Selain disiplin, kinerja pegawai.

Realisasi Anggaran berdasarkan wawancara dengan Kasubag Umum dan Keuangan
dinas, Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumba Tengah
adalah sebasar 98,55 % dengan rincian belanja pegawai sebesar 98,62 %, belanja
barang dan jasa 97,82%, dan belanja modal sebesar 100 %.

Berdasarkan data hasil survey awal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang
terjadi pada dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten
Sumba Tengah adalah kinerja pegawai sudah baik meskipun masih ada pekerjaan
pegawai yang belum mencapai target serta dalam realisasi anggaran belum tercapai
secara optimal yaitu 100%.



Sesuai dengan tujuan pelayanan organisasi yaitu memberikan pelayanan
yang baik demi kepuasan pelanggan atau masyarakat, maka penentuan kualitas
kinerja atau pelayanan dapat dipengaruhi atau dilihat dari penilaian masyarakat atau
pelanggan. Kepuasan masyarakat sebagai pelanggan terhadap kinerja pegawai dari
suatu organisasi juga merupakan suatu faktor yang menentukan apakah organisasi
tersebut berhasil atau tidak dalam memberikan pelayanan. Kemampuan karyawan
atau pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, memberikan informasi
yang tepat, serta sikap karyawan atau pegawai yang sopan sangat menentukan
kepuasan masyarakat terhadap kinerja atau pelayanan yang diterimanya. Apakah
dengan adanya pemberian TPP dapat memotivasi pegawai untuk bekerja dengan
baik memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat?

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian Analisis Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai Terhadap
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengaruh Kinerja Terhadap Kepuasan
Masyarakat Berdasarkan Voice of Customer (Studi Kasus Di Dinas Koperasi,

UKM, Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah).

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat masalah dapat
dirumuskan sebagai “Apakah ada pengaruh pemberian tambahan penghasilan
pegawai terhadap kinerja pegawai dan kepuasaan masyarakat pada dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan
penilaian masyarakat atau Voice of Customer?”’
1.3.Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, berdasarkan latar belakang dan rumusan
masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah “ Menganalisis pengaruh
tambahan penghasilan pegawai terhadap kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat
pada dinas Kopersi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba

Tengah berdasarkan Voice of Customer dengan pendekatan PDCA ”



1.4. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Manfaat penelitian bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan dan
pengalaman menganalisis kinerja pegawai pada dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah
2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat
membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga kinerja



